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ABSTRACT


       Mental crisis , including honesty and also one Corruption . When Corruption was performed in congregation in a large scale and allowed to drag on , as was the case during this, the state that directly suffer the consequences , which encroached on the financial and economic continuously not managed according to the principles of true economy.

       Many efforts were made ​​to strengthen the eradication of corruption in a way to create, improve and revise the regulations regarding the Corruption Eradication so as if there is no gap for the release of criminals from the law. But the success of an Act to prosecute perpetrators Crime is also very dependent on law enforcement officers as executors. Barriers Investigation conducted the investigation of corruption, absence of legislation governing the permission / approval to be filed / submitted by the Prosecutor prior to the Officer / Agency action specified in the call / examination of witnesses / suspects particular, a search or seizure of evidence, as well as in the calculation of state assets.

         The existence atauran minister / head of the institution that require employees / staff must be with permission of leadership without first or should the warrant prior leadership duties when called upon by the Attorney to testify . Then for each submission also requires documents / letters should be with prior permission of the head of state on the grounds of confidentiality considerations .

Abstrak

         Krisis mental termasuk kejujurandan juga salah satunya Korupsi. Apabila Korupsi itu dilakukan berjamaah dalam skala besar dan dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang secara langsung menanggung akibatnya, keuangan yang digerogoti terus menerus dan perekonomian yang tidak di kelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang benar.

       Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidak ada celah untuk terbebasnya koruptor dari jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya. Hambatan Penyidikan yang dilakukan terhadap Penyidikan tindak pidana korupsi, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan/diajukan oleh Kejaksaan terlebih dahulu kepada  Pejabat/Instansi tertentu dalam tindakan pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu, penggeledahan atau penyitaan barang bukti, serta dalam perhitungan kerugian keuangan negara. 

        Adanya atauran Menteri/pimpinan lembaga yang mewajibkan pegawainya/stafnya harus dengan ijin telebih dahulu dari pimpinan atau harus dengan surat perintah tugas pimpinan terlebih dahulu pada saat dipanggil oleh Kejaksaan untuk memberikan keterangan. Kemudianmewajibkan pula untuk setiap penyerahan dokumen / surat harus dengan ijin terlebih dahulu dari pimpinan dengan alasan pertimbangan kerahasiaan negara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek –praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok orang tertentu yang menyuburkan korupsi, yang melibatkan para pejabat Negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi – sendi penyelenggara Negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional; Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, 
Krisis yang melanda Negara Republik Indonesia dipenghujung tahun 1998, ditandai dengan kebangkrutan perekonomian negara seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto.Krisis mental termasuk kejujuran
 dan juga salah satunya Korupsi.Apabila Korupsi itu dilakukan berjamaah dalam skala besar dan dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang secara langsung menanggung akibatnya.Terbukti hingga saat ini bila diamati bahwa pemberantasan Korupsi belum menunjukkan arah perubahaan dan hasil seperti yang diinginkan.

Keuangan yang digerogoti terus menerus dan perekonomian yang tidak di kelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang benar, pasti akan goyah juga. Konon pula fundamen dari perekonomian negara Indonesia yang rapuh.

Era Reformasi, ditandai bangkrutnya hampir seluruh Bank yang ada.Untuk mengatasi keadaan ini, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Melalui badan ini, Pemerintah menyalurkan dana Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang amat besar yakni lebih dari Rp. 165 triliun dengan maksud untuk merekapitalisasi bank-bank tersebut sehingga kekurangan modal. Siapa yang membayar bunga dana yang dipakai oleh para pemilik bank ini.?ternyata pemerintah membebankannya kepada (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto dimasa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan KKN). Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya.
Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan Korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi.

Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidak ada celah untuk terbebasnya koruptor dari jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), mengatur hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), dan hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan), dan disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikkan beban pembuktian.
Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.Untuk itudiperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa.Mengingat Peran Kepolisian kota samarinda dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggung jawab khusus menjalankan peranannya agar terpelihara ketertiban masyarakat.

Kepolisian kota samarinda sebagai salah satu sub sistem dari sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), berwenang melakukan tugas Penyelidikan, Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi,
 selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).
Sebelum adanya KPK salah satu lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dan warga negara dalam negara republik Indonesia termasuk dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur lebih lanjut mengenai bantuan,hubungan, dan kerjasama, khususnya hubungan dan kerjasama di dalam negeri. Hal ini dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, dan instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidaritas. Dapat dijelaskan bahwa hubungan kerjasama kepolisian negara republik Indonesia dengan pihak lain dimaksud untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Setelah berdirinya KPK, kepolisianmasih tetap diberi wewenang untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai instansi/lembaga yang menanggulangi Korupsi, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan, yaitu: Menangani Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional; Memantau Kekayaan Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik; Melaksanakan Fungsi Intelejen &Mengembangkan Sistem Pengamanan Transaksi Nasional; Melaksanakan Sebagian dari Fungsi Penegakkan Hukum (Sistem Peradilan Pidana); Memantau dan mengevaluasi.
Peranan KPK tidak terlepas juga dengan kepolisian yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya, meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Kepolisian dalam menyidik kasus terkesan sangat lambat, mengingat kewenangan Kepolisian kota samarinda sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai/monitoring kurang percayanya kepada Kepolisian kota samarinda untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi, dalam hal inidiperlukan sistem manajemen di Kepolisian kota samarindasendiri, sehingga penilaian masyarakat terhadap Kepolisian kota samarindamenjadi baik.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kewenangan Kepolisian kota samarinda dalam menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu karya ilmiah dalam bentukSkripsi dengan judul "Kewenangan Polisi Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia".
BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia
Sistem pemerintahan negara atau sistem administrasi negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran Preventif, sehingga mempunyai ciri-ciri fungsi utama administrasi negara yang meliputi : fungsi pengaturan, perijinan, pelaksaan sendiri tugas pokok, pengolahan, pengawasan dan fungsi penyelesaian perselisihan.

Dalam rumusan wewenang yang diberikan oleh undang-undang melekat pula pertanggung jawaban sehingga bila wewenang tersebut digunakan secara salah satu melampaui kewenangan yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggung jawabannya. wewenang juga menunjuk kepada sumber serta latar belakang pemberian wewenang dimaksud. Sebagai contoh asas legalitas menunjuk kepada Undang-undang sebagai sumber wewenang, sedangkan asas kewajiban menunjukan kepada kewajiban umum Kepolisian untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum sebagai sumber wewenang.

Sehingga wewenang Kepolisian dibatasi oleh lingkungan kuasa yang terdiri dari lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebied), lingkungan kuasa orang (personen gebien), lingkungan kuasa tempat atau ruangan (ruemte gebied/territoir gebied) dan lingkungan kuasa waktu (tijds gebied). Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 13 disebutkan ada 3 (tiga) tugas Pokok Kepolisianyaitu :
Bentuk-bentuk wewenang Kepolisian dalam proses pidana dinyatakan lebih rincidalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, bentuk-bentuk wewenang Kepolisian tersebut dinyatakan dalam wewenang Penyidikan Pasal 5 ayat (1) dan wewenang Penyidik Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa: Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Kelompok wewenang kepolisian dapat dikenali berdasarkan pengelompokan tugas-tugasnya yang bersumber dari kewajiban umum kepolisian, perundang-undangan lainnya dan dalam proses pidana. Oleh karena itu dapat ditemukan pengelompokan wewenang Kepolisian.

Wewenang Kepolisian Secara Umum Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Jadi jelas bahwa "Peraturan Kepolisian" tetap bersifat mengikat warga masyarakat karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan warga masyarakat dalam kaitannya dengan tugas kepolisian.melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
Kewenangan ini merupakan legitimasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian ditempat kejadian perkara (TKP) guna pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi "tanda garis polisi" (police line) yang dipasang pada tempat kejadian sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa ijin dari Kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan kepolisian.

Bagi pelaksana tugas Kepolisian, identitas merupakan faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang. Selain itu, identitas akan terkait dengan hak kedudukan hukum dari seseorang secara pribadi sehingga untuk penentuan diperlukan pula dasar hukum.

Melalui Undang-undang ini, Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisiandiberikan kewenangan umum untuk melakukan tindakan pengenalan identitas seseorang, yaitu mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

Rumusan dari Pasal 15 ayat (1) huruf i, memberikan legitimasi bagi kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencari keterangan dan barang bukti, baik untuk kepentingan proses pidana Dengan demikian, keterangan dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangkapelayanan masyarakat

Sesorang petugas Kepolisian yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperhatikan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus memutuskan sendiri tindakannya.
Terdapat kekhawatiran bahwa sipetugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung kepada kemampuan subyektif dari sipetugas tersebut.Untuk itu, dalam hukum kepolisian dikenal berupa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Polisi akan melakukan "diskresi" yaitu:

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan (noodzakelijk, notwending)atau asas keperluan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich).
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhwatirkan dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (zweckmassig, doelmatig).
4. Asas keseimbangan (evereding).
Dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
Dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri, yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang "diskresi kepolisian" dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi kepolisian terdiri dari tugas-tugas yang berada pada tataran tugas pencegahan (preventive), preemptif dan represif. Tataran tugas repsesif terdiri atas bentuk-bentuk Pertama: tindakan kepolisian yang bersifat represif non-yustisial (sekedar memulihkan keadaan tertib yang terganggu berdasarkan kewajiban umum kepolisian) dan Kedua: tindakan yang bersifat represif yustisial yaitu tindakan kepolisian di bidang proses pidana
 berdasarkan asas legalitas sesuai ketentuan hukum acara pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
Penegasan kewenangan Kepolisian dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sesuai point kesebelas angka 10 Presiden menginstruksikan kepada Kakepolisian untuk;
Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ini, memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian dengan Jaksa dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Sebagai lembaga penuntutan, Kejaksaan juga dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola kehidupan sosial serta menjamin nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pertama-tama warga masyarakat harus mempunyai keinginan untuk memanfaatkan jasa yang dapat diberikan oleh lembaga kejaksaan ini.

Untuk itu menurut Djoko Prakoso adalah bermacam-macam alasan yang dapat menjadi pendorong sehingga warga masyarakat bersedia untuk membawa kesulitan-kesulitan tersebut. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah :
1. Kepercayaan, bahwa ditepati itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki.
2. Kepercayaan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai utama lainnya lagi.
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
4. Bahwa kejaksaan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum. 

Dalam mengemban tugas-tugas penegakan hukum, adanya kemampuan profesional saja belum cukup, sehingga perlu dibarengi sikap mental yang terpuji sebagai insan kejaksaan Bahwa tugas jaksa terbagi dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana, yang bergerak dalam fase pemeriksaan permulaan hingga pelaksanaan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sehingga dalam tingkatan manapun, jaksa tidak melepaskan diri dari pandangan masyarakat, sedangkan Pasal 2 angka 1, UU No. 16 Tahun 2004 : Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Dengan demikian, kedudukan jaksa sebagai pihak dalam proses perkara pidana adalah tidak dapat diabaikan begitu saja. Dedikasi dan kemampuannya dapat meninggikan atau merendahkan bahwa mungkin dapat menlenyapkan atau merendahkan martabat penuntut umum dimata masyarakat.
Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenag oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini merupakan tugas pokok kejaksaan Dikatakan Tugas Pokok, sebab selain penuntut itu, masih ada tugas-tugas lain yang diemban kejaksaan yaitu, tugas-tugas yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang serta turut menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem hukum yang terpadu, tidak diartikan sebuah institusi bisa menjalankan 2 fungsi sekaligus. pembagian tugas antara Kepolisiandan Jaksa dapat membuat hubungan keduanya efisien, dimana Kepolisian profesional dalam penyidikan, Jaksa profesional dalam penuntutan dan Hakim profesional dalam pengadilan.Meski pun juga diatur dalam Pasal 30 huruf d, Jaksa dapat menyelidiki terhadap tindak pidana tertentu.
Pada saat Penyidik Polisi telah mulai melakukan Penyidikan, Penydikwajib memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Polisi sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, saling kordinasi sejak dimulainya Penyidikan sampai kepada pelimpahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan Kepolisian, mempelajari dan meneliti berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Bila belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan dan Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan sesuaipetunjuk Penuntut Umum, untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat) hari, sejak tanggal penerimaan perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum.73 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka Penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai.
Dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Presiden menginstruksikan kepada Kakepolisian agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait.

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian dengan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun .
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
   Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/landasan setiap tindakan dan pengggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut. 82
Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Kepolisian. Upaya Kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab yang baik serta koordinasi.83

Penonjolan kemampuan inilah yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan melaksanakan dan membudayakan pelayanan prima, tidak terlepas dari kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan layanan secara optimal dengan menggabungkan konsep kemampuan, sikap, penampilan, tindakan , dan tanggung jawab dalam proses pemberian pelayanan. Yang terpenting dalam definisi pelayanan prima ini minimal harus mempunyai tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada masyarakat, upaya melayani dengan tindakan terbaik, dan ada tujuan untuk memuaskan msyarakat dengan berorientasi pada standard pelayanan untuk melaksanakan penegakan hukum.84
Pelaksanaan penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi.
Kewenangan Kepolisian dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan kepada undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 14 ayat 1 huruf g, Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.
Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Kepolisian meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila Penyidik Kepolisian mengirimkan berkas perkara kepada  Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari Penyidik Kepolisian
Dalam kenyataanya terdapat batasan-batasan tugas dan wewenang Kepolisiandalam menangani kasus perkara Korupsi terhadap kerugian negara yang lebih dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditangani oleh KPK.85

B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi yang multi dimensi terkait dengan kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik86. Jadi kuasa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) yaitu dapat dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, kesenjangan sosial ekonomi, kelemahan birokrasi/administrasi dan sebagainya.

Penyebab terjadinya korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa "kesempatan dan jabatan/kekuasaan sebagai sumber utama dari korupsi. Semua orang yang mempunyai kedua faktor tersebut akan cendrung menyalahgunakan kesempatan untuk memperkaya diri, dengan asumsi sifat "Mumpungisme" seperti dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, Lord Acton yang menyatakan : power tends to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely87dan lemahnya intergritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional.

Disamping itu lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyebab. Tidak dapat disangkal lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini, seperti dikeluhkan oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena masih banyaknya mata rantai yang harus mereka lalui untuk memperoleh sesuatu ijin atau fasilitas kredit. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi namun kelemahan sistem tersebut tidak berdiri sendiri. Ia adalah produk dari intregitas moral, dan untuk memperbaiki sistem tersebut tergantung pada integritas moral, karena yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral.

Orang yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun berilmu tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan untuk melakukan penyelewengan.
Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum dan sulit diberantas, karena korupsi dan kolusi ini dilakukan dengan rapi. Selain itu umumnya dilakukan oleh kalangan yang berpendidikan tinggi, sehingga pemberantasan sering menghadapi hambatan.
Hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Samarinda, adalah sebagai berikut :
a.  Hambatan Yuridis, sebagai berikut:
1) Sulitnya pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi (sesuai uraian Pasal 2 dan 3, UU No 31 Tahun 1999) adalah barang siapa, perbuatan melanggar hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan Negara, keempat unsur tersebut seringkali sulit ditemukan secara keseluruhan untuk membuktikan bahwa perbuatan korupsi telah selesai dilakukan dan ada pelakunya. 10°
2) Proses perizinan yang memperlukan waktu yang lama dengan cara berjenjang khususnya untuk izin memeriksa anggota Dewan/Legislatif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi memeriksa anggota dewan/Legislatif yang terlibat tindak pidana Korupsi. Pasal 43, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Susduk) mengatur bahwa setiap anggota dewan yang akan diperiksa atau dimintai keterangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Menteri dalam Negeri (Mendagri), maupun Gubernur.101
Hambatan Non Yuridis, sebagaiberikut:
1) Penyidik/Penyidik  pembantu kurang memahami permasalahan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan.
2) Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum sepersepsi dengan penyidik sehingga adakalanya berkas bolak balik dengan petunjuk yang berbeda-beda, tersangka diputus sangat ringan atau bahkan dibebaskan.
3) Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atasperbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan diPemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (RAPBD) atau dengan dikeluarkannya Perda.
4) Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka  memanfaat kaninstitusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasaninternal untuk mempengaruhi proses penyidikan dengan cara melemahkanpenyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yangberbeda.
5) Adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan para tersangka.
6) Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan oleh tersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final.
7) Pelaku yang umumnya mempunyai otoritas dan koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan  dengan cara membuat/memalsukan administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.102
8) Kurangnya sarana/prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Sedangkan hambatan Penyidikan yang dilakukan terhadap Penyidikan tindak pidana korupsi, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan/diajukan oleh Kejaksaan terlebih dahulu kepada  Pejabat/Instansi tertentu dalam tindakan pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu, penggeledahan atau penyitaan barang bukti, serta dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Adanya atauran Menteri/pimpinan lembaga yang mewajibkan pegawainya/stafnya harus dengan ijin telebih dahulu dari pimpinan atauharus dengan surat perintah tugas pimpinan terlebih dahulu pada saatdipanggil oleh Kejaksaan untuk memberikan keterangan. Kemudianmewajibkan pula untuk setiap penyerahan dokumen / surat harus dengan ijinterlebih dahulu dari pimpinan dengan alasan pertimbangan kerahasiaannegara.
Dana yang dibutuhkan dalam proses penyidikan sangat besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas (misalnya pada 1 tahun Kasus Korupsi yang ditangani 20 kasus, sementara dana yang tersedia hanya untuk 5 kasus). Kemudian distribusi surat disetiap instansi yang terlalu birokratis dan bertele-tele sehingga memakan waktu pemanggilan para saksi. Faktor-faktor yang menyebabkan pembuktian kasus korupsi yang disidik kepolisian sebagai penyidik terhambat, karena:

a. Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yang dimintakan penyidik dengan alasan harus se izin pemimpin (birokrasi).
b. Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumen lain tidak ditemukan ataupun sudah hilang.
b. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperoleh legitimasi hukum.
c. Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harus diberikan oleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehingga penyidikan terganggu.
d. Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik dengan JPU) yang berakibat proses penyidikan tersendat.105
Sementara itu, Faktor-faktor menyebabkan pembuktian kasus korupsi yang disidik JPU sebagai penyidik tersendat, dikarenakan:
a. Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri dengan pemahaman bahwa penyidangan perkara yang disidik kejaksaan bersifat meneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan orang lain. Contoh menghadirkan saksi di persidangan dan memahami pribadi para saksi tersebut akan lebih mudah bagi JPU karena semenjak penyidikan sudah diketahui lebih jauh dan mendalam, beda dengan berkas dari Polri karena JPU baru kenal dengan alamat atau pribadi saksi menjelang persidangan.
b. Kalaupun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dan saksi-saksi kasus korupsi saling melindungi
c. Dokumen-dokumen yang dihilangkan atau disembunyikan
b. Proses perhitungan jumlah Kerugian Negara membutuhkan waktu yang relative lama.106
Sehingga upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan sebagai penyidik untuk mengurangi hambatan-hambatan yurudis dan non yuridis dalam penyidikan kasus korupsi di Kejati Untuk hambatan yang yuridis karena sifatnya sudah masuk lingkup legislasi nasional maka Kejati tidak mungkin akses terhadap hal tersebut hanya bersifat masukan kepada Pimpinan yang lebih tinggi, sedangkan terhadap hambatan yang non yuridis Kejati melakukan koordinasi kepada segenap instansi disamping melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian yang telah  diuraikan,  maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Wewenang Polri dalam memberantas Tindak Pidana korupsi sebagai Penyidik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam hal mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah sesuai Pasal 5 dan Pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi sedangkan wewenang Jaksa adalah bertindak sebagi penuntut umum, Penyidik terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sesuai dengan Pasal 30 Undang undang nomor 16 tahun 2004 dan Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi. Bila dibandingkan dengan KPK wewenangnya sangat luas dimana KPK berwenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan kasus-kasus yang ditangani menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1000.000.000 Pidana Antara Kepala Kepolisian Daerah Samarinda 
2. Hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulitnya pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Demikian pula adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan/diajukan baik oleh Polri maupun oleh Kejaksaan terlebih dahulu kepada Pejabat/Instansi tertentu dalam tindakan pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu.
B. Saran
1. Hendaknya Polri dalam menyidik kasus korupsi mempercepat proses penyidikan, mengingat kewenangan yang diberikan oleh undang undang terhadap Polri sebagai Penyidik kasus korupsi sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Instrusksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga masyarakat/lembaga swadaya masyarakat sebagai penilai/monitoring dapat yakin dan percaya terhadap kinerja Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di jajaran Polda Kaltim. 
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